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PENETAPAN
Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL

Z (P2 z
M@;@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai talak antara:

KXXXXXXXXXXXXX, umur 25

pekerjaan Ped 1
Kabupaten B3

Accesories,

pff selanjutnya

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor
0646/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon

telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA
Gandusari Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata

pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Oktober 2020 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul
bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di
rumah kontrakan di BTN Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar,
dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai
keturunan ;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam
keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah
tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi,
karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan
Termohon disebabkan:

4, Bahwa ' de [ , Pemohon
menderita . lahff §dangbatin, dan sutk § meneruskan
berumah tang 1 tahun 2023

gga kini sudah

8 bulan, karena P XXXXXXXXXXXXXK
Kabupaten Blitar;

5. Bahwa .selama p : ohon sudah tidak
komunikasi, sudah tidak Bah tidak ada hubungan

lagi sebagaimana layaknya sua berumah tangga,;
6. Bahwa pihak keluarga (orang tua pemohon dengan orng tua Termohon
sudah pernah bertemu) sudah berusaha untuk menyelesaikan
permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi,

untuk itu Pemohon mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap
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Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Blitar sesuai ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut:

Primer

Subsider
Atau menjatuhkan

Bahwa pad@
hadir di persidal
Nomor 0646/Pdt.6

resmi dan patut

tidak bercerai dengah

Bahwa berkara ini

dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk
mencabut perkaranya dengan register nomor 0646/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal
26 Februari 2024,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di
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dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu

kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang

menyatakan menceg

rukun kembali;

khusus mengatur ketentuan-ketentua entang pencabutan - perkara di

lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat
diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
0646/Pdt.G/2024/PA.BL, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

$.H.., sebagai

A Termohon;

Hakim Anggota

ttd ttd
Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.. Drs. Saifudin, M.H.
Panitera Pengganti

ttd
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Ahmad Faruq Setiawan, S.H..

Perincian Biaya: Untuk Salinan
1. Pendaftaran Rp 30.000,00 . :
2. Biaya proses Rp  100.000,00 Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan Rp  410.000,00 a.n Panitera
4. Biaya Sumpah Saksi Rp  100.000,00 :
5  PNBP Rp 20.000 00 Panitera Muda Gugatan
6. Redaksi Rp 10.000,00
7. Materai Rp 10.000,00
Jumlah ..o, Rp  680.000,00 ) )
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah) Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
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